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Automotive Product MRA

Automotive Products (AP MRA) 

secara resmi telah ditandatangani

oleh seluruh AMS pada tanggal

16 January 2021 di Nay Pyi Taw, 

Myanmar. 
entry into force direncanakan setelah

seluruh AMS menyelesaikan proses 

domestiknya (ratifikasi) atau satu

tahun setelah penandatanganan (16 

Januari 2022). Proses ratifikasi

APMRA dikoordinasikan oleh 

kementerian Perhubungan selaku

instansi pemrakarsa. 

Untuk mendorong percepatan

implementasi APMRA, akan

disusun dokumen “Guidance 

for the Implementation of 

APMRA” (Q4 2022)



APMRA mendorong terbentuknya pasar tunggal Kawasan ASEAN dan mengurangi

TBT di sektor otomotif melalui harmonisasi persyaratan teknis dengan

meningklatkan aspek keselamatan, kualitas, dan perlindungan lingkungan

AMS harus meningkatkan kerja sama dalam keberterimaan, melalui:

• Penyelarasan standar dan peraturan teknis dengan UNR yang diacu pada

APMRA

• Penyiapan infrastruktur untuk mendukung pengujian, kalibrasi, inspeksi,

sertifikasi dan akreditasi

• Penelitian, pertukaran informasi dan capacity building.

level harmonisasi AMS pada 19 UNR produk otomotif dapat bervariasi (series)

menurut kemampuan AMS dalam menerapkan persyaratan teknis dari UN

Regulations
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Poin-Poin utama APMRA



• AMS harus memastikan pelaksanaan pengawasan pasar (post market surveillance) dan penerapan

konsekuensi hukum jika ditemukan ketidaksesuaian pada produk otomotif di pasar

• AMS harus memastikan bahwa peraturan yang diterapkan secara domestic selaras dengan prinsip-

prinsip APMRA. Peraturan perundang-undangan harus memfasilitasi keberterimaan dan pengakuan

hasil penilaian kesesuaian yang dikeluarkan oleh Listed Technical Service (TS) dari AMS lain

sebagaimana ditentukan dalam APMRA. AMS yang sedang menyusun peraturan tentang produk

otomotif harus mempertimbangkan ketentuan APMRA
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Poin-Poin utama APMRA



The list of automotive products for M1, N1 and L categories that fall within 
the scope of ASEAN MRA on automotive product are as follows:

NO. AUTOMOTIVE PRODUCT UN REGULATION SNI Skema Wajib

1 Braking System R13 v

2 Braking System R13H v

3 Safety-belt anchorage R14

4 Safety-belt and Restraint System R16 v

5 Seats R17

6 Head Restraints R25

7 Audible Warning Device R28

8 Pneumatic Tyre R30 v v

9 Speedometer R39

10 Exhaust Emission R40

11 Noise R41 v

12 Safety Glazing Materials and their Installation R43 v v

13 Devices for Indirect Vision R46 v

14 Exhaust Emission R49 v

15 Sound Emission R51 v

16 Pneumatic Tyre R54 v v

17 Pneumatic Tyre R75 v v

18 Steering Equipment R79

19 Exhaust Emission R83 v

Note: Skema wajib dengan penerapan mandatory SNI



UNECEB3:F24 SNI

Judul
Nomor 
(ECE) Judul

Nomor
SNI

Braking R13

Perangkat rem truk ringan, Unjuk kerja
Perangkat rem untuk truk, bis dan kendaraan gandengan, Unjuk kerja
Perangkat rem kendaraan penumpang (sedan), Unjuk kerja
Perangkat rem untuk truk, bis, kendaraan gandengan dan tempelan, Uji jalan
Perangkat rem kendaraan penumpang, truk ringan dan kendaraan serba guna, Uji 
jalan

SNI 09-1247-1989
SNI 09-1248-1989
SNI 09-1249-1989
SNI 09-1250-1989 
SNI 09-1251-1989

H-Braking (M1) R13H
Rem parkir kendaraan bermotor roda empat, Unjuk kerja
Rem parkir kendaraan bermotor roda empat pada lereng, Cara uji unjuk kerja

SNI 09-1252-1989
SNI 09-1253-1989 

Seat R17 Belum Adopsi

Head Restraint R25 Belum Adopsi

Rear Mirror 
View

R46
Kaca spion untuk kendaraan bermotor kategori M dan N
Kaca spion untuk kendaraan bermotor kategori L

SNI 2770.1:2009
SNI 2770.2:2009

Steering 
Equipment

R79 Belum Adopsi

Speedo meter R39 Belum Adopsi

Safety belt 
anchorage

R14
Belum Adopsi

Safety belts R16 - Sabuk pengaman untuk kendaraan bermotor
- Mutu dan cara uji Sabuk untuk Sabuk pengaman kendaraan bermotor

SNI 09-4097-1996
SNI 09-4015-1996

Safety glass R43 - Kaca pengaman diperkeras
- Kaca pengaman Berlapis

SNI 15-0048-2005*
SNI 15-1326-2005*

19 UNR (phase 1) di sektor automotive



UNECEB3:F24 SNI

Judul
Nomor (ECE)

Judul
Nomor

SNI

Emission R40 Emisi gas buang - Sumber bergerak - Bagian 1: Cara uji kendaraan bermotor
kategori M, N dan O berpenggerak penyalaan cetus api pada kondisi idle

SNI 09-7118.1-2005

R49 Emisi gas buang - Sumber bergerak - Bagian 2: Cara uji kendaraan bermotor
kategori M, N dan O berpenggerak penyalaan kompresi pada kondisi
akselerasi bebas

SNI 09-7118.2-2005

R83 Emisi gas buang - Sumber bergerak - Bagian 3: Cara uji kendaraan bermotor 
kategori L pada kondisi idle

SNI 09-7118.3-2005

Noise R41
Kendaraan bermotor, Pengukuran kebisingan dalam keadaan stasioner

SNI 09-2760-1992

R51 Kendaraan bermotor, Pengukuran kebisingan di dalam SNI 09-2761-1992

Tyre R30 Ban Mobil Penumpang SNI 06-0098-2002*

R54 Ban Sepeda Motor SNI 06-0101-2002* 

R75 Ban Truk Ringan
Ban Truk dan Bus

SNI 06-0100-2002*
SNI 06-0099-2002*

Audible 
Warning 
Device 

R28 Belum Adopsi

19 UNR (phase 1)  di sektor automotive
Cont….



Infrastruktur pengujian

Lab uji untuk UNR yang diterapkan dengan SNI wajib

No LPK Lingkup

1 Balai pengujian laik jalan dan  sertifikasi kendaraan bermotor –
Kementerian Perhubungan

Ban mobil penumpang, sepeda motor, truk ringan, Bus. 
Kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis

2 Balai Riset dan Standardisasi Industri – Kementerian Perindutrian, Ban Mobil Penumpang, Kendaraan Roda Dua, Truk dan 
Bus

3 Balai Pengujian Mutu Barang –Kemendag, Ban Mobil Penumpang, Kendaraan Roda Dua, Truk dan 
Bus

4 Lab Uji Karet Deli Ban Mobil Penumpang, Kendaraan Roda Dua, Truk dan 
Bus

5 Balai Sertifikasi Industri Ban Mobil Penumpang, Kendaraan Roda Dua, Truk dan 
Bus

6 B4T Kementerian Perindustrian Ban Mobil Penumpang, Kendaraan Roda Dua, Truk dan 
Bus

7 Balai Besar Keramik - Kemenperind Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor
Kaca pengaman berlapis untuk kendaran bermotor



Recognised
or acceptance

Listed Technical 
Services (i.e. 

Technical Services 

authorized and 

accepted by all 

AMS or the AAC

Automotive Product MRA 
Technical Arrangements

CA Results*
(test report or certificate)

*Excluded from Scope: 
refurbished, reconditioned or 
remanufactured automotive 
products

Regulatory 
Action 
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UPDATE APMRA TRIAL RUN

• 4 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapore)

menjadi volunteer dalam trial run stage 1 (lingkup UN R41 dan

R51)

• Dikarenakan minimnya partisipasi AMS pada stage 1 tersebut, AAF

melakukan reschedule untuk pelaksanaan stage 2 (lingkup UN

R28)

• APWG mendorong AAF dan AMS untuk bekerjasama dalam

percepatan penyelesaian Trial-Run agar implementasi APMRA

menjadi lebih optimal.

• Pada pertemuan APWG ke-32 dikonfirmasi 3 negara ASEAN

(Brunei Darussalam, Myanmar and Viet Nam) untuk berpartisipasi

dalam trial run stage 2



NO COUNTRY LATEST UPDATE

1 Brunei No update

2 Cambodia a. UN R41 has already implemented from 2020.

b. UN R51 will be implemented in 2024.

c. UN R28 has already implemented from 2021.

*Accept 3rd Party Test Report

3 Indonesia • Regulatory Authority Indonesia telah mengikuti Screening Procedure sebagaimana usulan AAF

• Alur proses pengujian masih dalam koordinasi Internal

• Fasilitas pengujian untuk UN R51/R41 direncanakan tersedia di tahun 2022

• Fasilitas pengujian untuk UN R83, R49, R39, R28 telah mendapat akreditasi KAN

• Pembangunan fasilitas pengujian kendaraan berstandar Internasional (New Proving Ground)

ditargetkan selesai di tahun 2024 

• Regulasi untuk uji tipe kendaraan (Vehicle Type Approval) akan menyesuaikan dengan UNR pada 

APMRA (termasuk uji komponen) 

• Proses pengesahan (ratifikasi) APMRA sedang dilakukan

4 Laos No update

5 Malaysia a. Malaysia authority already proceeded Trial Run for UN R51, UN R28 and UN R13H to Singapore.

b. Singapore authority required additional lead time for consideration.

6 Myanmar a. UN R41, R51, R28 were adopted as national standards from 2020.

b. New committee has established newly to implement ASEAN APMRA

c. Required technical knowledge to implement type approval system.

UPDATE TRIAL RUN OF UN R41, R51, R28
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NO COUNTRY LATEST UPDATE

7 Philippines a. UN R41, R51, R28 were adopted as national standards.

b. Under considering additional mandatory product standards.

c. After having final result of ASEAN MRA Trial Run, Philippines authority will consider the direction.

8 Singapore No update

9 Thailand a. Thailand authority has finalized consideration. They may response the clarification sheet for UN 

R51 and to be shared officially in further.

b. Not yet discussed on UN R28.

10 Vietnam a. UN R41, R51, R28 have not mandated yet as national type approval.

b. Vietnam authority has monitored the result of ASEAN MRA Trial Run.

c. New requirements is under discussion in order to implement ASEAN MRA. 

d. Required technical knowledge concerned to Worst Case Selection.

➢ Internal consultation on arisen concerns of Trial Run consumed period unexpectedly beyond the plan. 

➢ Acceleration to reach conclusion of Trial Run.
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Proposal:

(1) To reconfirm concerns arisen from Trial Run and reflect to guidance document.

(2) To reconfirm the direction to continue Trial Run.

*Only Indonesia, Malaysia, Thailand, and Singapore have actively participated with Trial 

Run. 

UPDATE TRIAL RUN OF UN R41, R51, R28



Apabila UN Regulation dalam harmonisasi
ASEAN APMRA akan diusulkan menjadi SNI 
wajib? Apakah dimungkinkan dan 
bagaimana implementasinya?

13



Certification based on UNR

Technical Service (TS)

Approval Authority (AA)

Vehicle or ProductManufacturer

UNR Certification by Malaysia
Jabatan Pengangkutan jalan Malaysia, 2020

Konsekuensi bagi AMS yang menerapkan
series lebih rendah ?

- Harus menerima Hasil VTA AMS 
- CA results hanya diterima ke AMS yang 

menerapkan series UNR yang setara/lebih
rendah
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PNPS –

Pengembangan

Standar

Perumusan Penetapan SNI

Kaji ulang

Sertifikat
Kesesuaian

Coaching

I.T

Kerjasama

SNI SUkarela

SNI Wajib

Evaluasi

Pengawasan

Sertifikat
Kesesuaian

LitBAng

kebijakan
nasional

Penilaian

kesesuaian

(LPK)

Ketertelusuran

Akreditasi LPK 

(oleh KAN) 
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Sistem Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian (UU No. 20/2014)
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Pemberlakuan SNI

Wajib

• SNI menjadi acuan pada 
Regulasi untuk menjamin
aspek keselamatan, 
Kesehatan dan 
Keamanan lingkungan

• Memiliki aspek hukum
pada pabrikan yang 
produknya tidak sesuai
dengan persyaratan
teknis (SNI)

Sukarela

• SNI yang ditetapkan
oleh BSN pada 
prinsipnya bersifat
sukarela (voluntary)

• SNI diterapkan untuk
produk barang,jasa, 
proses.. etc

Sertifikat
Kesesuaian

Sertifikasi Produk
Penggunaan Tanda 

(SPPT) SNI

Regulator

245 SNI> 12.000 SNI



(1) Identifikasi
kebutuhan

regulasi teknis

(2) Analisis
Dampak Regulasi

Teknis

(5) Notifikasi
Regulasi Teknis(6) Penetapan

Regulasi Teknis

(7) Implementasi
Regulasi Teknis 

Tahapan Pemberlakuan SNI Wajib (PBSN 7 Tahun 2020)

(8) Tinjauan
Regulasi Teknis

(3) Program 
Nasional Regulasi

Teknis

(4) Penyusunan
Regulasi Teknis



Peluang dan Tantangan

Key Opportunities

Kesiapan infrastruktur pengujian
dan sertifikasi

Ketersediaan bahan
bakar yang 
mendukung

Kemampuan industri
komponen lokal

Memperlancar arus perdagangan produk
otomotif melalui harmonisasi regulasi
teknis

Menjamin perlindungan konsumen pada 
penggunaan produk otomotif

Mendorong industri otomotif yang lebih
ramah lingkungan

Skema keberterimaan memudahkan
pabrikan kendaraan dalam melakukan
ekspor dengan satu kali pengujian (less 
costly)

kesiapan infrastruktur pengawasan
pasar di dalam negeri




